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abstract
Electronic trading has spawned a new revolution, where there is a change in the way business is the sale and purchase of products and services. It is also concerned with the buying and selling of information, products and services through a network of computer telecommunications. Electronic trading helps traditional trade execution through a new way of transferring and processing information, because the information is at the heart of any trading activities. Information is electronically transferred from computer to computer, automatically.
I. PENDAHULUAN
Perdagangan elektronik telah melahirkan revolusi baru, dimana terjadi perubahan cara bisnis dalam penjualan dan pembelian produk dan pelayanan. Hal ini juga berkenaan dengan pembelian dan penjualan informasi, produk dan pelayanan melalui jaringan telekomunikasi komputer. Perdagangan elektronik membantu pelaksanaan perdagangan tradisional melalui cara baru dalam mentransfer dan memproses informasi, karena informasi menjadi jantung dari aktivitas perdagangan apapun. Informasi secara elektronik ditransfer dari komputer ke komputer, secara otomatis. Kenyataan ini telah mentransformasikan cara organisasi beroperasi.1)
Jaringan telekomunikasi komputer yang sangat global saat ini dikenal dengan internet, yaitu suatu sistem jaringan yang sangat luas dan menghubungkan seluruh komputer yang terhubung di dalamnya sehingga komputer-komputer itu dapat saling bertukar informasi dan data.

Untuk mengidentifikasikan komputer yang saling terkoneksi itu, masing-masing komputer itu haruslah mempunyai sistem pengalamatan senderi-sendiri, yang dinamakan dengan domain name system (DNS).

Domain name adalah suatu bentuk kemudahan bagi para pengguna internet untuk dapat mengakses dan membuka server, mengingat server dan membedakan nama homepage satu dengan yang lainnya.Karena fungsi yang paling utama dari domain name adalah sebagai pengamatan suatu halaman homepage atau alamat mail di internet.
Dibandingkan dahulu sebelum diketemukannya sistem ini, domain name merupakan sederetan angka numeric IP (Internet Protocol) yang sangat panjang dan sangat susah diingat, seperti 204.71.400.54, untuk menunjukkan suatu alamat situs seperti www.yahoo.com misalnya. Hal ini terlihat sangat tidak efisien dan tidak ekonomis.

Pada tahun 1984, Paul Mockapetris mengusulkan sistem data base terdistribusi yang dinamakan DNS (Domain Name System), yang merupakan standar internasional yang digunakan hingga saat ini, sehingga angka dari IP address yang panjang dan berupa deretan angka, akhirnya dapat diterjemahkan langsung ke dalam kalimat yang mudah diingat.2)
Sekarang ini domain name juga telah dapat memakai bahasa yang lebih global tidak hanya dalam bahasa Inggris yang terbatas 26 karakter ditambah sepuluh angka, tetapi juga telah bisa menterjemahkan karakter bahasa yang sulit seperti karakter-karakter yang ada di wilayah Asia Timur, khususnya di RRC, Taiwan, Hongkong, Korea dan Jepang. Penyebabnya oleh karena besarnya permintaan terhadap nama-nama domain dengan karakter bahasa masing-masing negara tersebut.
Tidaklah heran sebelum uji coba dimulai dengan bahasa Korea, Jepang dan dua versi bahasa China, sejauh ini sudah ada kurang lebih 800.000 situs yang terdaftar dengan bahasa tersebut. Selain bahasa-bahasa tersebut diatas,
VeriSign Global Registry Service (GPS) akan menambah 64 bahasa lagi, dengan harapan agar internet dapat lebih dikenal diseluruh belahan dunia. Bahasa tambahan tersebut antara lain adalah Yunani, bahasa-bahasa Eropa Barat, termasuk Prancis, Jerman, Portugis, dan Spanyol, bahasa-bahasa Eropa Timur seperti Armenia, Rusia, Bulgaria, Macedonia, dan Georgia. Ke 64 bahasa tersebut sudah dimasukkan ke dalam program pengujian VeriSign yang telah diluncurkan November 2000 lalu. Dalam waktu dekat ini akan ditambahkan pula bahasa-bahasa lain termasuk benua Asia, seperti Laos, Thailand, dan Tibet, untuk secepatnya juga diharapkan bahasa-bahasa Timur Tengah seperti Arab dan Ibrani akan diikutsertakan.
Bagaimanapun dalam pertumbuhan domain saat ini telah menyebabkan problem penting dimana mayoritas generic Top Level Domains (gTLD), seperti .com, .net., .org, menjadi hal yang paling diutamakan untuk dipakai oleh masyarakat internet, dibandingkan pemakaian domain name country code Top Level Domains (ccTLD), seperti, .id, .uk, .fm. Hal ini dikarenakan gTLDs lebih bersifat global dan tanpa harus memberikan petunjuk letak geografis.3)
Generic Top Level Domains ini juga banyak yang telah diregistrasi oleh para pelaku bisnis di Amerika, sehingga saat ini gTLDs lebih banyak dimiliki oleh para pengusaha Amerika. Sebagai gambaran pada bulan Januari 2000, 58,9% dan 74,6% dari domain name memakai .com, .net atau .org. Sebagai perbandingan 49,0% dan 65,5% pada bulan Juli 1995.
Pada bulan Januari 1997, telah dilaporkan 83% dari semua domain .com berlokasi di Amerika, Canada dan Inggris, hingga pada akhirnya ketiga negara itu menguasai 90% untuk domain berakhiran .com.4)
Internet yang dibangun dengan berdasar technology neutrality, dimana di dalamnya dituntut adanya kesadaran dari masing-masing pengguna untuk memanfaatkan teknologi itu dengan itikad baik, maka sangatlah wajar pula bila dalam pendaftaran domain name diterapkan sistem first come first served. Dengan sistem ini perilaku itikad baik ditunjukkan untuk dijalankan oleh masyarakat pengguna sistem ini, maka sebagainya pihak penyelenggara pendaftaran (registrar) akan dibebaskan dari segala implikasi hukum yang terjadi, kecuali karena kesalahan yang disebebkan kelalaian dalam hal mengemban tugas sebagai registrar.
Kenyataannya, kepercayaan sistem yang secara penuh diberikan kepada masyarakat pengguna telah disalahgunakan oleh banyak pihak dengan perbuatan didasarkan itikad buruk. Mereka mencari celah dari kemudahan yang diberikan oleh registrar untuk mencari keuntungan dengan cara menguasai terlebih dahulu domain yang secara merek mempunyai kategori terkenal, untuk dapat dijual kembali kepada pihak yang memerlukan di atas harga perolehannya (cybersquatting) atau menggunakan domain yang mirip dengan merek dagang yang telah menjadi domain (cyberparasites) hanya dengan merubah sedikit huruf atau akhirnya top level nya dengan selain .com, misal .net atau .org. Hal yang lebih keji lagi adalah dengan cara membajak langsung sistem database milik registrar agar dapat merubah kepemilikan domain itu.
Keterkaitan antara merek dagang dengan domain name sangatlah dekat, meskipun ada kriteria khusus pula yang membedakan antara keduanya, seperti yang diungkapkan oleh Edmon Makarim:5)
“Permasalahan mengenai tindakan penggunaan Domain Name  yang berlawanan dengan hukum akhir-akhir ini sedang marak. Tampaknya, perlu diluruskan kembali pemahaman masyarakat mengenai aspek-aspek hukum yang berkenaan dengan keberadaan suatu domain name. Sebenarnya secara substansiil, domain name sangat berbeda dengan keberadaan merek dalam lingkupnya. Keberadaan suatu domain name hanyalah keberadaan suatu alamat dalam suatu jaringan komputer global (internet). Dalam jaringan global tersebut, tidak ada otoritas pusat ataupun wewenang tersentral yang berfungsi sebagaimana layaknya suatu pemerintahaan. Ia dibangun berdasarkan atas kaidah kebebasan berinformasi (freedom of information) dan kebebasan berkomunikasi (free flow of information) dari pihak yang menggunakannya.”
Menurut Insan Budi Maulana6), dilatarbelakangi oleh maraknya pengambilan merek terkenal untuk digunakan sebagai domain name oleh orang yang tidak berhak (cybersquatting), dan beberapa pelanggaran lainnya, maka pada dasarnya domain name dan merek dagang sama-sama mempunyai keterkaitan yang erat. Pendapat beliau juga ditunjang oleh beberapa gambaran, yang diantaranya tentang keadaan di Prancis, dimana merek terkenal atau merek yang telah mempunyai reputasi menikmati perlindungan yang lebih kuat dan khusus dibanding merek biasa. Oleh karena itu, pemakain domain name tanpa hak atas suatu merek terkenal merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi. Di Inggris, tuntutan pelanggaran merek dagang atau nama dagang terhadap internet domain name, Merupakan pelanggaran terhadap merek terdaftar dan pihak yang berhak terhadap merek tersebut dapat mengajukan passing off.
Undang-undang Merek Nomor 14 Tahun 1997, yang kemudian saat ini diperbaharui dengan Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, untuk permasalahan merek telah memberikan perlindungan pada merek-merek terkenal yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) b, Pasal 6 ayat (1) c, Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3) a. Tetapi masalahnya penggunaan merek terkenal yang berhubungan dengan domain name belum diatur secara spesifik dalam undang-undang ini, baik aturan-aturannya, maupun sanksi-sanksi yang dapat dikenakan dalam rangka melindungi merek terkenal.
Dengan melihat latar belakang masalah diatas, maka penulis berkeinginan menyusun suatu karangan ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA  DOMAIN NAME ANTARA PEMEGANG MEREK DENGAN PENDAFTAR DOMEIN NAME”. 
II. Permasalahan
Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek hukum sistem domain name di internet dan internet pendaftaran merek? 
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukumnya apabila terjadi pelanggaran di dalam sistem domain name ?
III. Metode dan Teknik Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan teknik penelitian sebagai berikut :

a. Yuridis Normatif
Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan mempelajari buku-buku, membaca Peraturan perundangan pada perpustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Yuridis Empiris
Yaitu penelitian langsung dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.
c. Penelitian Dokumen

Yaitu meneliti dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang tinjauan yuridis terhadap beberapa masalah. 
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Sistem Pendaftaran Domain dan Sistem Pendaftaran Merek 
Domain name sebenarnya adalah sumber daya umum yang tidak dapat dimiliki, pada proses pendaftaran domain name sebenarnya para pihak hanyalah melakukan penyewaan, sehingga pada akhir masa periodenya penyewa bila masih menghendaki diharuskan untuk memperpanjang kontrak  atau melepaskan untuk dapat digunakan oleh pihak lain. Lamanya hak pemakaian adalah minimal satu tahun paling lama sepuluh tahun, setelah itu barulah dilakukan pembaharuan kontrak.
Dalam menentukan domain name, haruslah ada pengakuan domain name sebagai bentuk dari sebuah ekspresi yang komunikatif. Domain name haruslah dapat menyampaikan sebuah ide dan menyampaikan identitas sebuah organisasi atau sebuah perusahaan di internet. Domain name dapat juga merupakan hasil dari kreativitas seseorang yang mengandung suatu makna meminta perhatian. Sehingga makna sebuah domain name yang tercipta dari sebuah kebebasan berekspresi. Pemerintah Amerika Serikat selalu menjaga dasar-dasar kebebasan berekspresi menurut undang-undang dalam hal penamaan sebuah domain.
Dalam hal pendaftaran domain name ada hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama dalam tata cara pemilihan dan penulisan domain name, yaitu:
1. Pendek dan Sederhana

Untuk mempermudah diingat, karena nama yang panjang akan mempersulit orang untuk mengingat. Walaupun pendek domain name dapat menjadi sebuah investasi yang berharga, kerena domain name merupakan identitas pribadi atau perusahaan. Dengan nama yang pendek, peluang kesalahan dalam penulisan akan dapat diminimalisir. Misalnya; domain detik.com, selain pendek tetapi kata detik dapat mencerminkan banyak hal. Biacar detik berarti bicara stndar waktu yang tercepat, sehingga filosofi dan kesederhanaan nama bisa didapat.
2. Mudah Diingat

Semua yang pendek belum tentu mudah diingat. Bila kita menyebut nama IBM, mungkin peluang untuk diingat sangat besar, karena IBM merupakan sebuah merek dagang yang terlah terkenal dengan perusahaannya yang besar dengan produknya yang telah menyebar di seluruh dunia. Lain halnya bila kita menggunakan nama NDWC.com, yang merupakan kependekan dari Name Design Website Company. Meskipun pendek tetapi akan susah diingat.
3. Kategorisasi

Salah satu diskripsi domain name yang baik adalah nama yang mencerminkan misa dan konsep website yang bersangkutan. Misal, bila kita melihat domain Pendidikan.net, maka kita akan terbayang sebagai situs yang bergerak di bidang pendidikan.

4. Mudah Dieja

Sangat dianjurkan untuk memiliki domain name yang pendek, mudah diingat, logis dan mudah dieja. Kriteria yang sulit bagi orang untuk salah mengejanya sangat berpengaruh terhadap calon pengguna. Banyak orang akan susah menangkap domain name dengan hanya mendengarkannya secara oral, jupitercomm.com, smithandhawken.com.
5. Unik
Artinya, nama yang dibuat membuat orang terkejut sehingga mudah diingat dan dapat menjadi suatu hal yang membedakan dengan alamat yang lain, misalnya astaga.com. untuk hal-hal yang satu ini memang diperlukan kreatifitas tersendiri untuk dapat mengkombinasikan sebuah kata dengan akhiran-akhiran, sehingga menghasilkan kata-kata yang unik.
Pendaftaran domain name ditingkat gTLDs dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun secara elektronis dengan waktu yang sangat singkat, langsung ke pusat penyelenggara gTLDs (NSI) atau melalui pihak perantara yang telah diakreditasi oleh NSI dan tersebur diseluruh dunia.

Proses pendaftaran ini dapat juga dilakukan melalui perantara yang telah ditunjuk secara resmi oleh ICANN, diantaranya melalui perusahaan yang bergerak dibidang web hosting, domain yang kita kehendaki akan langsung dicatat di dalam sistem data base InterNIC.

Dalam hal pendaftaran para calon pendaftar harus memahami ketentuan umum yang diperlukan untuk mendaftarkan domain name. Ketentuan tersebut adalah:

1. UDRP (Unifrorm Domain Dispute Resolution Policy)

Kebijaksanaan yang telah digunakan oleh ICANN, dan telah dimasukan ke dalam perjanjian registrasi domain name, dan seterusnya masukan ke dalam syarat-syarat dan kondisi, terhadap segala permasalahan yang menyangkut perselisihan antara pendaftar dan pihak-pihak yang terlibat pada saat pendaftaran domain name.

2. Persetujuan

Merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara pendaftaran kepada calon pendaftar. Kebijakan ini akan mengikat kedua belah pihak, pendaftar dan tempat mendaftar.

3. Keamanan data atau informasi yang diberikan

Merupakan kebijaksanaan dari penyelenggara pendaftaran kepada pendaftar dalam hal pemberian segala informasi dan jaminan keamanan dari kemungkinan disalahgunakannya oleh pihak ketiga.
Ketentuan dan persyaratan lainnya, adalah kebijakan yang berisikan ketentuan-ketentuan umum lainnya yang belum dimuat, baik itu dalam UDRP. Persetujuan, maupun dalam kebijakan keamanan informasi.

Untuk pendaftaran di tingkat gTLDs, syarat-syarat yang dibutuhkan sangatlah sederhana dan mudah. Sebagai calon pendaftar kita tinggal masuk ke situs penyelenggara pendaftaran online, memilih nama yang belum dipakai atau yang ditawarkan oleh mereka. Situs-situs penyelenggara itu kebanyakan adalah sebagai perantara saja, terutama situs-situs lokal yang telah bekerjasama dengan NSI di Amerika Serikat.

Pendaftaran di tingkat gTLDs dapat dilakukan langsung ke NSI, dan kita dapat melakukan pembayaran sekaligus dengan menggunakan kartu kredit yang keseluruhannya dapat dilakukan secara online dan realtime. Sedangkan bila memakai jasa pendaftaran situs lokal, sistem pembayaran hingga saat ini masih dilakukan secara konvensional, yaitu dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening mereka. Hal ini disebabkan sistem perbankan kita yang belum sepenuhnya mendukung sistem electronic Banking.

Harga rata-rata pendaftaran kurang lebih sekitar Rp. 150.000,- per tahun bila kita mendaftarkan melalui situs www.namadomain.com, dan sekitar 12 US Dollar, apabila kita mendaftar ke www.registrasidomain.com.
Pendaftaran domain name di tingkat cTLDs mempunyai syarat-syarat sendiri tergantung kebijaksanaan pemegang hak pelaksanaan di negara itu. Indonesia dengan IDNIC mempunyai kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat selain untuk hal mengatur antara registrar dan registrant, hal yang terpenting lainnya adalah untuk meminimalisir terjadinya cybersquatting di Indonesia. Kebijakan pendaftaran domain name ccTLDs di Indonesia mempunyai syarat-syarat:
1. CO.ID
Harus unik seperti Akte Notaris, Surat Keputusan, SIUP, Nomor Izin Operasi, Statuta, Ijin Usaha Sejenis.

2. AC.ID
Harus unik seperti Statuta Universitas, SK Kopertis.
3. OR.ID
Harus unik seperti NPWP, Akte Notaris, Surat Keputusan, SIUP, Nomor Izin Operasi, Statuta, No KTP.

4. NET.ID
Harus unik, berupa tanda bahwa pemilik domain adalah  penyelenggara jaringan untuk publik seperti publik seperti, Ijin Prinsip Penyelenggara Jasa Internet.
5. WEB.ID
Harus unik seperti NPWP, Akte Notaris, Surat Keputusan, SIUP, Nomor Izin Operasi, Statuta, No. KTP.

Baik di dalam tingkatan gTLDs maupun di ccTLDs, pendaftaran domain name mempunyai masa berlaku selama satu tahun terhitung sejak data kita dianggap sah dan pembayaran telah dilakukan untuk jangka waktu minimal untuk satu tahun.
Apabila masa satu tahun telah habis seorang pemilik domain name, bila masih menghendaki diharuskan memperpanjang kembali. Apabila tidak dilakukan maka domain name itu dapat ditawarkan kembali kepada umum sebagai domain yang belum terpakai dan dapat dimiliki oleh siapapun.

Kesimpulan dari sistem pendaftaran domain name dibandingkan dengan sistem pendaftaran merek sangatlah berbeda, hal yang paling mendasar adalah prinsip first come first served yang sangat berbeda dengan prinsip yang berlaku pada pendaftaran merek yaitu first to filed to use. Prinsip first come first served, didasarkan pada bentuk kebebasan seluas-luasnya kepada semua orang untuk dapat mendaftarkan domain name.
Akibat hukum yang ditimbulkan pada sistem pendaftaran domain name mengakibatkan para pihak yang ada di dalamnya tunduk pada peraturan yang telah dibuat oleh ICANN (UDRP).
Sama halnya dengan sistem pendaftaran merek yang dapat mengajukan keberatan di tingkat pendaftaran apabila ada pihak yang merasa lebih dahulu memiliki merek dagang atau jasa. Dalam sistem pendaftaran domain name dapat dimintakan keberatan atas pendaftaran domain name oleh pihak yang merasa lebih berhak atas domain name tersebut, terutama domain name yang juga merupakan merek dagang atau jasa sebuah perusahaan.
V. Kesimpulan dan Saran
Setelah penulis menguraikan dan membahas serta memecahkan permasalahan yang telah disebutkan dalam proposal skripsi ini. Maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan seperti dibawah ini :
1. Domain name meskipun mempunyai kemiripan dengan merek dagang atau jasa tidak dapat disamakan. Anatara keduanya mempunyai perbedaan yang substansial yang memungkinkan keduanya dapat dibedakan, terutama di dalam sistem pendaftarannya, penggunaanya serta cara penyelesaian sengketa yang terjadi di dalamnya. Meskipun keduanya berbeda, tetapi domain name dapat juga mendapatkan perlindungan layaknya merek, terutama pada domain name yang sekaligus sebagai merek dagang sebuah perusahaan yang telah masuk kategori merek terkenal.
2. Belum adanya pengaturan domain name di dalam sistem hukum nasional Indonesia, yang mengatur domain name itu sendiri, ataupun yang menyangkut masalah merek. Penyelesaian masalah yang terjadi di dalam konflik domain name terhadap merek dilakukan melalui lembaga ADR konvensional atau ADRonline.
A. Saran
1. Segera dibuat Undang-undang yang mengatur domain name secara khusus atau masalah cyberlaw secara umum, untuk melindungi para pihak yang mulai terlibat di dunia maya.
2. Perlu ditingkatkan kualitas sumber daya aparat penegak hukum dalam bidang domain name, baik dari segi teknis maupun yuridis.

3. Perlu didirikan Public Key Infrastuctur dari pemerintah, masyarakat dan elemen-elemen masyarakat lainnya untuk mendukung teknologi informasi yang berkembang sangan pesat, terutama dalam masalah pengaturan hukumnya.
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